
WALIKOTA GORONI^ALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR3^ TAHUN 2017 

TENTANG 

PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

bahwa dengan kondisi lahan yang semakin teibatas di Kota 

Gorontalo, rumah susun secierhana sewa merupakan salah 

satu altematif bagi masyarakat khususnya yang 

berpenghasilan rendah untuk; pemenuhan kebutuhan tempat 

tinggal; ! 

bahwa dalsim rangka tertib pelaksanaan pengedolaan rumah 

susun, salah satu yang pcjrlu diatur adalah mekanisme 

penghunian; i 

bahwa berdasarkan pertimtangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa; 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I I di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

fTovinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Leml^aran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4060); 

Mimimbang : a. 

Mengingat: 1. 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentimg Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Flepublik Indonesia. Tahun 2000 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 7, Tamb£ihan Lembaran Ne:gara Republik 

Indonesia Nomor 5188); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Taibun 2011 tentang Rumah Susun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 temtang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Rspublik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3372); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana teLah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Undonesia Tiihun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang 

Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); | 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
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11.Peraturan Menteri Negeri Perumahan Rakyat 

Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah 

Susun Sederhana Sewa; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGHUNIAN 

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dtdam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota 

Gorontalo; I 
4. Rumah Siusun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah 

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang 

terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan seeara fungsional dalam 

arah hoidsontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang 

masing-masing digunakan seeara terpisah clan status penguasaanya sewa. 

5. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut 

sarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan 

seeara perorangan berdasarkan dengan eara sewa. I 
6. Masyaralcat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disingka MBR adalah 

masyaral:at yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah dan 

mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan 

Pemerintah Daerah Kota Gorontalo untuk memperoleh rusunawa dengan 

kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang rumah 

susun. ' 

7. Penghuni adalah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Daerah Kota Gorontalo dan Menempati Rusunawa sebagai peryewa. 
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8. Prasarana adalah kelengkapan dasar iisik lingkungan hunian yang 

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, 

sehat, aman dan nyaman. 

9. Sarana Eidalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk 

mendukumg penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya 

dan ekonomi. 

I C i . Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjeing untuk pelayanjin Lingkungan 

Hunian. 

11. UPRS adidah Unit Pengelolaan Rumah Susun. 

BAB I I 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkuja Peraturan Walikota ini sebagai ber ikut: 

a. Sasaran; 

b. Persyaratan, Pendaftaran dan Penetapan; 

c. Hak, Kewajiban dan Larangan Penyewa; 

d. Biaya; 

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan 

f. Sanksi . 

BAB II I 

SASARAN 

Pasal 3 

Sasaran pengliunian rusunawa dalam Peraturan Walikota ini adalah masyarakat 

teiprogram dam masyarakat tidak terprogram/umum, 

Pasal 4 

(1) Masyaralcat Terprogram sebagaimana yamg dimaksud dadam Pasal 3 

merupakan masyairaikat yang terkena : 

a. Program pembangunan untuk kepenting;an umum; dan 

b. Bencfma. 

niWi/ 
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(2ji Masyaralcat tidak terprogram/ umum sebag;aimana dimaksud dalam Pasal 3 

merupakan MBR yang memenuhi persyaratan penghunian. 

BAB IV 

PERSYARATAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN 

Bagian Kesatu 

Masyarakat Terprogram 

Pasal 5 

Masyarakat Terprogram yang dapat menjadi calon penghuni rusunawa harus 

m(;menuhi peirsyaratan sebagai berikut: 

a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Kota Gorontalo; 

b. memiliki Kartu Keluarga (KK) Daerah Kota Gorontalo, disngan jumlah 

anggota kieluarga maksimal 4 j iwa; 

c. memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari 

Tempat Klerja dan/atau Pemerintah Kelurahan setempat; 

d. sudah mtmikah dibuktikan dengan surat nikah; 

e. tidak m«;miliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat 

keterangam Lurah setempat;dan 

f. sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biayei air dan/atau 

biaya lainya yang ditetapkan oleh Kepala DPRKP dibuktikan dengan surat 

pernyatatm kesanggupan. 

Pasal 6 

(1) Masyarakat terprogram yang telah mememuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5 dapat didaftarkan menjadi calon penghuni 

rusunaw£i setelah mendapat rekomendasi dari Walikota Gorontalo atau 

pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas, Camat dan 

Lurah setempat. 

(2) Calon penghuni rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan 

ditetapkan sebagai penghuni rusunawa mijlalui Usulan KepjUa Dinas dan 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(3) Berdasarlcan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

masyarakat terprogram dapat menghuni rusunawa yang ditindaklanjuti 

dengan pembuatan perjanjian sewa menyewa. 
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(4ji Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpianjang 

(5) Perjanjiaii sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (4) jialing sedikit meneakup : 

a. identitas para pihak; 

b. waktu terjadinya kesepakatan; 

c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua 

belah pihak; 

d. hak, Icewajiban dan larangan para pihak:; 

e. jangka waktu dan berakhimya perjanjian; 

f. keadiian di luar kemampuan; 

g. sanksi atas pelanggaran; dan 

h. tata cara pembayaran sewa. 

(6) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi pengliuni sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I F'eraturan Walikota ini. 

Bagian Kedua 

Masyarakat tidak terprogram/umum 

Pasal 7 

Masyarakat tidak terprogram/umum dapat menjadi calon penghuni rusunawa 

dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Kota Gorontalo 

b. Memiliki Kartu Keluarga (KK) Daerah Kiota Gorontalo, dengan jumlah 

anggota k:eluarga meiksimal 4 j iwa; 

c. Memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari 

Tempat Kierja dan/atau Pemerintah Kelurahan setempat; 

d. Sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah; 

e. Tidak memiliki tempat tinggal milik sejtidiri dibuktikan dengan surat 

keterang£in Lurah setempat; dan 

f. Sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya listrik, biayji air dan/atau 

biaya lai:iiya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dibuktikan dengan surat 

pemyataian kesanggupan. 



Pasal 8 

Masyarakat tidak terprogram /umum yang telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat melakukan pendaftaran menjadi 

calon penghuni rusunawa dengan mengajukfin permohonan t<;rtulis kepada 

Kepala Dinas. 

Pasal 9 

(1] Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimtina dimaksud 

dalam Pasal 8, selanjutnya dilakukan penetapan calon penghuni oleh Kepala 

Dinas dengan tata cara sebagai berikut: 

a. menyeleksi calon penghuni yang telah mendaftar dan memenuhi 

persyaratan; 

b. menetapkan daftar t u n ^ u calon pengliuni yang memenuhi syarat dan 

lulus seleksi; 

c. mengumumkan dan memanggil calon pcmghuni; 

d. melalmkan proses pengundian penghunian rusunawa; 

e. meminta penghuni untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi 

tata tertib penghunian; 

f. meminta penghuni untuk memberikan jaminan uang tarij' sewa sebesar 

3 (tig;a) kali tarif sewa perbulan melalui Bank yang ditunjukan oleh 

Walikota; 

g. menandatangani perjanjian sewa menyewa; dan 

h. membuat surat pengantar untuk disampaikan kepada ketua rukun 

tetani^ga setempat untuk dicatat. 

(2) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g selama 3(tiga) tahun dan dapat 

diperpanjang. 

(3) Bentuk perjanjian sewa menyewa bagi penghuni sebag;aimana yang 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 peraturan Walikota 

ini. 

(4) Bentuk tata tertib sebagaimana dimaFrsud pada ayat (1) huruf e 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Walikotei ini. 



BAB V 

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYEWA 

Pasal 10 

Penyewa berhak : 

a. memakai rumah susun sesuai peruntukkannya selama masa berlakunya 

perjanjian sewa menyewa rumah susun; 

b. memperpanjang perjanjian Sewa menyewa Rumah Susun paling banyak 

2 (dua) k:ali; 

c. memakai fasilitas umum yang ada di kompl(;ks Rumah Susun; 

d. mendapat layanan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan Rumah 

Susun; 

0 . mendapat layanan air bersih, penerangan; 

d. menyampiaikan laporan atas layanan kondisi, tempat, dan lingkungan 

Rumah Susun yang kurang baik; 

e. mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang aida yang tidak 

disebabkan oleh Penghuni; 

f. mendapat penjelasan dan pelatihan tentang pencegahan, pengamanan dan 

penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya; 

dan 

g. menerimii pengembalian uang jaminan peida saat berakhimya Perjanjian 

Sewa Me:nyewa Rumah Susun setelah diperhitungkan dengan seluml^ 

kewajiban yang belum dipenuhi terhadap penghuni tidak terprogram 

Pasal 11 

Penyewa berkewajiban : 

a. membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga ) bulan uang sewa; 

b. membayar uang sewa satuan Rumah Susun; 

c. membayar rekening listrik, air bersih dan rekening lainnya sesiuai ketentuan 

yang berlaku; 

d. memakai satuan Rumah Susun sesuai dengan pemntukannya; 

e. segera menghuni satuan Rumah Susun paling lambat 1 (satu) bulan 

terhitung sejak sewa menyewa Rumah Susun ditandatangani; 

f. membuang sampah ditempat yang telah ditemtukan; 



g. memelih£ira dan merawat tempat hunian dan fasilitas yang ada dalam 

lingkungan Rumah Susun; 

h. melaporkan seeara tertulis kejadian kejang;galan, kerusakan bangunan dan 

fasilitas lainnya yang dapat membahayakan penghuni; 

i . memberikan ganti rugi untuk setiap kerusalcan akibat kelalaian penghuni 

j . mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 

k. mengosongkan/menyerahkan satuan Rumah Susun dalam Keadaan baik 

kepada Pemerintah Daerah pada saat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah 

Susun berakhir; 

1. melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam kepad£i ketua Rukun 

Tetangga setempat; dan 

m. memarkir atau meletakkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan. 

Pasal 12 

Penyewa dilar;ang : 

a. mengalihkan hak sewa kepada pihak lain dengan alasan apapun; 

b. mengubati bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumah susun tanpa 

Izin tertulis dari Pemerintah Daerah; 

c. memakai lebih dari satu unit Rumah Susun; 

d. menyimpan atau meletakkan barang di koridor, tangga atau 1;empat-tempat 

lainnya se^hingga dapat mengganggu kepentingan bersama; 

e. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau bar£mg berbahaya 

lainnya yjmg mudah terbakar; 

f. meletakkjin barang - barang yang melampaui batas/kekuatan daya dukung 

lantai yang ditentukan; j 
g. berjudi, menjual/memakai narkoba, mengkonsumsi minumfin beralkohol, 

berbuat asusila dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan 

kegaduhan; 

h. memelihara binatang peliharaan yang dapat mengganggu keamanan, 

kenyamanan dan ketertiban lingkungan; dan I 
i . membuang benda atau barang dari lantai atas yang dapat menimbulkan 

bahaya bagi orang lain. 
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Pasal 13 

Pemutusan Pi;rjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun : 

a. penyewa tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa 

menyewa rumah susun; I 

b. diketahui bahwa salah satu persyaratan yang diajukan untuk: mendapatkan 

Perjanjiain Sewa Menyewa Rumah susun tidak benar; dan 

c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

BAB VI 

BIAYA 

Pasal 14 

(1) Setiap penghuni dan/atau pengguna satuan kegiatan usatia dirusunawa 

dikenakan biaya sewa, biaya listrik, biaya air dan/ atau biaya lainnya. 

(2) Komponen Biaya Sewa per unit/bulan sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 1 
ditetapkEin sebesar 

a. LantJii 1 Rp. 200.000,-

b. Lantai 2 Rp. 175.000,-

c. Lantai 3 Rp. 150.000,-

d. Lantcii 4 Rp. 125.000,-

e. Unit kegiatan usaha Rp. 500.000,-

(3) Komponen Biaya sewa per unit sebagaimana pada ayat (2) tidak termasuk 

biaya list:rik, biaya air dan/atau biaya lainnya, harus dibayarkan langsung 

oleh penghuni sesuai pemakaian. 

(4) Setiap pcmghuni dibebaskan dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak menempati rumah susun 

sewa. J 
(5) Kepala daerah dapat memberikan keringanan kepada penghuni atau 

pengguna atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

BAB Vl l 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 15 

(1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

penghunian pada rusunawa sesuai tugas dan fungsinya minimal 3 (tiga) 

bulan se]<ali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. 
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(2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat mengikut sertakan unsur Perangkar Daerah terkait dan/ atau 

instansi terkait lainnya. 

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimaitia dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan 

tembusan Inspektur. 

BAB Vl l l 

SANKSI 

Pasal 16 

Se;tiap penghiuni rusunawa dan/atau pengguna satuan kegiatan usaha di 

rusunawa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana tercantum 

dsJam Lampiian 111 Peraturan Walikota ini, dikenai sanksi adminisixatif dan/atau 

sanksi pidana. 

Pasal 17 

(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 , dapat berupa ; 

a. Teguran tertulis; 

b. Pemuitusan perjanjian sewa menyewa; dan 

(21) Mekanisme pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diimaksud pada 

ayat (1) tcjrcantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini. 

Pasal 18 

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dapat berupa denda 

dian/atau kuirungan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang rumah susun. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangg;al diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang;an Peraturan 

Wtdikota ini dcsngan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Goroiitalo. 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 29 i « « « »T i « r 2017 

S E : K R E T A R I S D A E R A H K O T A G O R O N T A L O . 

BERITA DAEFfAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 34 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 29 i « B t a l i « r 2017 

WALIKOTA GORONTALO,) 



LAMPIRAN I 
PILRATURAN WALIKOTA GORONTALO 
NOMOR 34 TAHUN 2017 
TENTANG 
PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 

P E R J A N J I A N S E W A M E N Y E W A B A G I P E N G H U N I 

S A T U A N R U M A H S U S U N S E E E R H A N A S E W A 

NOMOR 

Pada hari ini tanggal , yang bertanda 

tangan dibawah ini : 

1. Nama : 

Jabatan : Kepala Unit Pengelola Ruraah Susun Wilayah 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Daerah Kota Gorontalo 

Nip : 

Alamat : Ja l an Jendral Sudirman No. 64 Kota Gorontalo 

Bcjrtindak sebagai Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah dan oleh 

keirena jabatannya yang dalam hal ini adalah sebagai Pemilik / Pihak yang 

Menyewakan /Pengelola selanjutnya disebut setiagai PIHAK PERTAMA. 

2. Nama : 

NIK : 

Tempat/Tgl. Lahir : 

Pekerjaem : 

Alamat : 

Bemtindak untuk dan atas nama pribadi, yang dalam hal ini gidalah sebagai 

Pemyewa/Pemakai satuan rumah susun sederhana sewa selanjutnya disebut 

sebagai PIHAIK: KEDUA. 

Untuk seterusnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK; KEDUA seeara bersama - sama 

disebut "PARJK PIHAK". 

Bahwa PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian sewa menyewa pemakaian 

Satuan Rumah Susun Sederhana sewa yang terletak di 

Ja l an Kelurahan Kecamatan Kota 

Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut : 
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Pasal 1 

O B J E K SEWA 

PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK: KEDUA Satuan Rumah Susun 

Sederhana Sewa yang terletak di : 

Cluster 

Blok/Lantai 

Nomor 

Peruntukan 

(ISelanjutnya disebut "Sarusunawa") 

Pasal 2 

JANGKA WAKTU 

(1) Jangka v/aktu Perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun, i:erhitung sejak 

tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal .. 

Dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimibangan PIHAK PEl^TAMA. 

(2) Apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka Perjanjian ini dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan mengajukan 

permohonan perpanjangan Perjanjian K(;pada PIHAK P E : R T A M A paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir. 

Pasal 3 

BIAYA SEWA 

(1) Biaya sewa sarusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 per bulan 

sebesar Rp (terbilang dalam rupiah) dan pembayarannnya 

dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 s/d tanggal 20. 

(2) Biaya sewa sarusunawa dapat berubah sesuai ketentugm tariff yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang -undangan. 

(3) Perubahan biaya sewa berlaku sejak ditetapkannya peraturan perundang -

undangan. 

Pasal 4 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 

(1) PIHAK P E ; R T A M A , berhak untuk : 

a. Memutuskan perjanjian sewa menyevm apabila penghuni melanggar 

ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa; 

b. Menaigih/menerima biaya sewa dan/atau biaya lainmrn yang telah 

ditetapkan; 
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c. Memt»erikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi 

kewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian 

sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa menyewa dan tata tertib 

penghiunian; 

d. Melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi bei'kaitan dengan 

Hak, K^ewajiban dan larangan penghuni; dan 

e. Melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan 

pengelolaan rusunawa. 

(2) PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk : 

a. Membuat perjanjian sewa menyewa dengjan calon penghuni; 

b. Menycidiakan sarana dan prasarema rusunawa; 

c. Melakukan pemeriksaan, perawatan, jpemeliharaan, perbaikan seeara 

teratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksi 

reguler dan incidental yang dapat dilakukan bersama SKPD/UKPD 

terkait; 

d. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur; 

e. Menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerja 

sama dengan aparat keamanan; 

f. Mengjidakan sosialisasi berkala teramsuk pelatihan dan bimbingan 

tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada penghuni; 

g. Mengc;mbalikan uang jaminan dari penghuni, apabila terjadi perjanjian 

sewa menyewa antara UPRS dan penghuni yang berakhir/diibatalkan; 

h. Menanggapi pengaduan/keluhan atas laporan yang discimpaikan oleh 

penghuni; 

i. Menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah 

disepeikati dalam perjanjian sewa menyeiva sarusunawa; 

j . Menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan 

sosialisasi kepada penghuni rusunawa, termasuk hak, kewajiban dan 

larang;an; 

k. Memonitor kesesuaian/kebenaran penghuni yang tinggal di rusunawgi 

sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani 

minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan 

1. Menjaga, merawat dan memelihara prassirana, sarana dan utilitas. 
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Pasal 5 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

(1) PIHAK KEDUA, berhak untuk : 

a. Menempati/memanfaatkan sarusunawa; 

b. Mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih dan/atau pelayanan 

lainny a yang ditetapkan oleh Kepala UPFIS; I 
c. Mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang 

kurang diperhatikan atau terawat kepada UPRS; I 
d. Mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana, 

sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni; 

e. Menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga yang dimanfaatkan 

sebagai wadah komunikasi dan sosialisasi guna kepentingsm bersama; 

f. Mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan 

bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan 

limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan 

g. Memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengain fungsi. 

(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk : 

a. Menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan; 

b. Mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung bangunan; 

c. Memelihara, merawat, menjaga kebersihan sarusunawa dan sarana 

umum; 

d. Memhiuang sampah di tempat yang telah ditentukan s(;cara rapid an 

teratur; | 

e. Memliayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik dan/atau pelayanan 

lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; 

f. Memtiayar biaya sewa rusunawa dan jaminan biaya sewa rusunawa; 

g. Melajiorkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya kerusakan pada 

prasarana, sarana dan utilitas rusunawa; 

h. Melapiorkan pada pihak UPRS apabila mengetahui adany^a pemindahan 

hak sewa kepada pihak lain; 

i . Melap)orkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya indikasi tindakan 

criminal di rusunawa; 

j . Membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian 

penghuni; 
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k. Meng;osongkan sarusunawa pada saat perjanjian sewa menyewa 

beraldiir/dibatalkan dan menyerahkan kembali kepada Kepala UPRS; | 

1. Berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan 

bermasyarakat yang harmonis; I 
m. Mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan cleh UPRS atau 

intansi terkait lainnya; dan 

n. Mengurus perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai 

dengan lokasi rumah susun selambat - lambatnya 3 ( tiag ) bulan 

terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani. 

Pasal 6 

JAMINAN 

(1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Jaminan Uang Biaya Sewa pada saat 

Perjanjian ini ditansdtangani oleh PARA PIHAK. I 
(2) PIHAK K13DUA wajib membuka Rekening Tabungan di Bank Gorontalo atas 

nama PIHAK KEDUA dengan minimal Jaminan Uang Biaya Sewa sebesar 3 

(tiga) kali dari biaya sewa sarusunawa yang dihuni oleh PIHAK KEDUA. 

(3) Jamina Uang Biaya Sewa tidak dapat dicairkan selama PIHAK KEDUA 

menempati/menghuni sarusunawa. | 

{A) PIHAK F»ERTAMA menerima kuasa dari PIHAK KEDUA untuk dapat 

mencairkan Jaminan Uang Biaya Sewa tersebut apabila : 

a. PIHAK KEDUA menunggak/tidak membayar biaya sewa pemakaian 

sarusunawa selama 3 (tiga) bulan bertumt - turut; dan/atau | 

b. Sarujiunawa yang ditempati oleh PIGHAK KEDUA ditertibkan dengan 

memperhitungkan tunggakan biaya sewa yang belum disel(;saikan. 

(5) Jamina L'ang Biaya Sewa tetap menjadi hat; PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK 

KEDUA tidak memiliki tunggakan dan/atau melakukan pelanggaran. 

Pasal 7 

LARANGAN 

PIHAK KEDUA, dilarang untuk : 

a. mengalihkan hak sewa kepada pihak lain dengan alasan apapun; 

b. mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumah susun tanpa 

Izin tertulis dari Pemerintah Daerah; 

c. memakai lebih dari satu unit Rumah Susun; 
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b. menyimpc'm atau meletakkan barang di koridor, tangga atau tempat-tempat 

lainnya sehingga dapat mengganggu kepentingan bersama; 

c. menyimpan segala jenis bahan peledak, batian kimia atau barang berbahaya 

lainnya yang mudah terbakar; 

d. meletakkiin barang - barang yang melampaui batas/kekuatan daya dukung 

lantai yang ditentukan; 

e. berjudi, menjual/memakai narkoba, meng:konsumsi minuman beralkohol, 

berbuat asusila dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan 

kegaduhan; 

f. memelihara binatang peliharaan yang dapat menggangg;u keamanan, 

kenyamanan dan ketertiban lingkungan; dan 

g. membuang benda atau barang dari lantai atas yang dapat menimbulkan 

bahaya bagi orang lain. 

Pasal 8 

SANKSI 

(1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat melakssmakan pembayaran biaya sewa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan 

denda setiap bulan sebesar 2% (dua persen) dari biaya sewa tertunggak. 

(2) Apabila F'lHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran berikut dendanya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PERTAMA akan 

melakuksji penertiban. j 
(3) Apabila F'lHAK KEDUA melanggar ketentusji sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a, huruf e, dan huruf e, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi 

pidana fc^erdasarkan peraturan perundanig-undangan yang berlaku atau 

denda berupa ganti kerugian sebesar jumlah yang akan ditentukan 

kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan/atau ditertibkan. 

(4) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, maka PIHAK PERTAMA ak£in melakukan 

penertiban dan pengosongan sarusunawa. ' 

(5') Apabila selama Perjanjian ini berlangsung sarusunawa tidak dihuni 

selama 15 (lima belas) hari kalender bertumt-turut tanpa pemberitahuan 

seeara tcntulis kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan 

melakukfin pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakulcan penyegelan 

serta melakukan pengosongan seeara paksa. 



Pasal 9 

PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN 

(1) Perjanjian ini berakhir seeara otomatis pada saat jangka waktu Perjanjian ini 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

(2) Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak keeuali karena 

alasan-alasan yang seeara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini yaitu : 

a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran biaya sewa berikut 

dendanya selama 3 (tiga) bulan bertumt-turut dan/atau 

b. PIHAK KEDUA tidak mnelaksanakan kewajiban-kewajibannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan/atau melanggar 

ketentuan Pasal 7. j 
(3) Apabila PIHAK KEDUA memenuhi unsur pembatalan Perjanjian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PEIRTAMA akan memberikan Surat 

Teguran yang pertama kepada PIHAK KEIDUA agar PIHAK KEDUA segera 

memenuhi kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran 

yang telali dibuatnya. 

(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA tidak memenuhi 

kewajibannya dan/atau memperbaiki kesialahan/pelanggaran yang telah 

dbuatnya, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Teguran Kedua 

sebagai t(;guran yang terakhir kepada PIHAK KEDUA. 

(5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender s;ejak Surat Teguran yang terakhir 

diterbitkan PIHAK KEDUA tetap tidak memenuhi kewajibannya dan/atau 

memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang; telah dibuatnya, maka PIHAK 

PERTAMA akan membatalkan seeara sepihak Perjanjian ini. 

(6) Pembatalan Perjanjian seeara sepihak oleh PIHAK PERTAMA eikan dilakukan 

dengan pemberitahuan seeara tertulis diser1:ai dengan melakulcan penyegelan 

sarusunawa, dan PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan dan 

mengosongkan sarusunawa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak 

tanggal pemberitahuan tersebut. 

(7) Sehubungan dengan pembatalan terhadeip Perjanjian ini, PARA PIHAK 

sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 



Pasal 10 

PENERTIBAN DAN PENGOSONGAN 

(1) Apabila F'lHAK KEDUA tidak meninggalkan dan mengosongkan sarusunawa 

dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahusin pembatalan 

Perjanjian dan penempelan segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (6), maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Sui-at Peringatan 

(selanjutnya disebut "SP") 1 (kesatu). 

(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak SP 1 (kesatu) diterbitkan 

PIHAK KEDUA tidak mengindahkan SP 1 (kesatu) tersebut maka PIHAK 

PERTAMA akan menerbitkan SP 11 (kedua). 

(3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA msisih tetap tidak 

mengindeihkan SP 11 (kedua) atau SP terakhir tersebut, maka PIHAK 

PERTAM/T akan melakukan pengosongan seeara paksa terhadap PIHAK 

KEDUA dan segala biaya serta resiko yang timbul atas pengosongan paksa 

tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA. 

Pasal 11 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, kebakaran) yang 

mengakihiatkan surusunawa tidak dapat dipergunakan, Perjemjian ini batal 

dan/atau berakhir demi hukum. I 
(2) Apabila terjadi perubahan peruntukan atas tanah yang diatasnya berdiri 

banguna Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maka PIHAK KEDUA 

hsirus mengosongkan sarusunawa tanpa menuntut ganti k<;rugian berupa 

apapun dan dengan alasan apapun. 

(3) Bahwa ]pemakaian sarusunawa disebut sewa/kontyrak bulanan dan 

pembayarannya disebut pembayaran biaya sewa/kontrak bulanan. I 

(A) Bahwa temah dan bangunan rusunawa yang dimaksud dalam Perjanjian ini 

adalah aset/milik Pemerintah Kota Gorontalo. 

Pasal 12 

ADDENDUM 

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan 

te;rhadap isi Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu Addendum yang 

merupakan tiagian tidak terpisahkan dengan Pe:rjanjian ini. 



Demikian Pisrjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai 

secukupnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yan^ 

disebutkan di awal Perjanjian ini, sehingga keduanya memputnyai kekuatan 

hukum yang sama. 

Gorontalo, 

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA 
Kepala Unit Pengelola Rumah Susun 
Wilayah , 

Materai 
6000 

(NAMA J E L A S ) (NAMA J E L A S ) 
NIP. 

WALIKOTA GORONTALO 

P M R T E N A. T A H A 



LAMPIRAN I I 
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 
NOMOR 34 TAHUN 2017 
TENTANG 
PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEIWA 

T A T A T E R T I B P E N G H U N I A N S A T U A N R U M A H S U S U N 

S E D E R H A N A S E W A 

1. Melaksanakan pembayaran biaya sewa pemakaian sarusunawa (hunian 

maupun bukan hunian/kios kegiatan usaha), biaya pemakaian air dan listrik 

paling la;mbat pada akhir bulan berjalan di loket pembayaran Unit Pengelola 

Rumah Susun. 

2. Menempjiti dan memanfaatkan sarusunawa (hunian maupun bukan 

hunian/kios kegiatan usaha) sesuai deng;an pemntukannya, samsunawa 

hanya untuk Hunian dan Kios hanya untuk usaha. 

3. Dilarang mengalihkan/memindahtangankein hak sewa atau menyewaka/ 

mengontrakkan kembali samsunawa atau menjual samsunawa kepada 

pihak lain. 

4. Dilarang menggunakan samsunawa sebagai tempat menjual/memakai/ 

memprocluksi narkoba dan minuman keras, berjudi, berbuat maksiat, serta 

kegiatan lainnya yang menimbulkan sua ia keras/bising, bau menycngat, 

termasuE: memelihara binatang. 

5. Dilarang menggabungkan 2 (dua) samsunawa atau lebih untuk dijadikajn 

satu samsunawa atau satu unit usaha. 

6. Dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi bentuk/stmktur 

samsunawa keeuali atas persetujuan terlulis dari Unit Pengelola Rumah 

Susun. 

7. Dilarang mengubah atau menambah Jarin:§an atau Instalasi Air dan Listrik 

yang ada pada Samsunawa keeuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Unit 

Pengelola Rumah Susun. 

8. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keam,anan lingkungan Rumah Susun 

Sederhana Sewa. 

9. Menyerahkan kembali sarusunawa dalam keadaan kosong l̂ ^eserta dengan 

kunei-kuneinya kepada Unit Pengelola Rumah Susun pada saat surat 

perjanjian sewa menyewa berakhir atau apabila samsunawa (hunian 

maupun bukan hunian/kios kegiatan usaha) sudah tidak digunakan oleh 

Penghuni. 



10. Melaporkfin kepada Pengelola Rumah Susun melalui petuigas Pengelola 

Rumeih Susun apabila mengetahui adanya psrgantian penghuni di unit lain. 

11. Dilarang membawa masuk atau memelihara hewan di liongkungan Rumah 

Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). 

12. Dilarang menyimpan/meletakkan barang-barang milik pribadi seperti meja, 

kursi , atSLU barang lainnya di selasar, koridor, atau tempat-tempat yang 

merupakam fasilitas umum 

lei. Pengerjaan peralatan atau perbaikan/renovasi yang bersifat umum harus 

seizin unit Pengelola Rumah Susun. 

1A-. Dilarang menggunakan halaman luar, koridor atau selasar untuk 

kepentingan pribadi. I 

15. Dilarang menempatkan/menyimpan barang-barang di depan pintu darurat, 

tangga at£iu fasilitas umum. 



L / L M P I R A N I I I 

P E R A T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O 
N O M O R T A H U N 2 0 1 7 
T E : N T A N G 
P E N G H U N I A N R U M A H S U S U N S E D E R H A N A S E W A 

P B R J A N . J I A N S E W A M E N Y E W A B A G I PENiGK^UNA S A T U A N H : E G I A T A N 

U S A H A P A D A R U M A H S U S U N S E D E R H A N A S E W A 

N O M O R 

Pada hari ini tanggal , yang bertanda 

tangan dibawah ini : 

1. Nama : 

Jabatan Kepala Unit Pengelola Rumiah Susun Wilayah Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kav^asan Permukiman Daerah Kota 

Gorontalo 

Nip 

Alamat Ja lan Jendral Sudirman No. 64 Kota Gorontalo 

Bisrtindak sebagai Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah dan oleh 

karena jabatannya yang dalam hal ini adalali sebagai Pemilik / Pihak yang 

Menyewakan /Pengelola selanjutnya disebut setiagai PIHAK P E R T J ^ M A . 

2. Nama 

NIK 

Tempat/Tgl. Lahir 

Pekerjaan 

Alamat 

Bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang dalam hal ini adalah sebagai 

P(2nyewa/Pemakai satuan rumah susun sederhana sewa bukan huniany 

kegiatan usaJia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

kios 

Untuk seteruisnya P I H A K P E R T A M A dan P I H A F : K E D U A seeara bisrsama - sama 

diisebut " P A R A P I H A K " . 

Bahwa para pihak sepakat membuat kontrak perjanjian siewa menyewa 

pemakaian Satuan Rumah Susun Sederhana s(;wa Bukan Hunian/Kios Kegiatan 

Usaha yang terletak di Ja lan Kelurahan 

Kecamatan Kota Administrasi dengan 

ketentuan sebagai ber ikut: 
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Pasal 1 

O B J E K SEWA 

PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA Satuan Rumah Susun 

Sederhana Sewa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang terletak d i : 

Cluster : 

Blok/Lantai : 

Nomor : 

Peruntukan : 

( Selanjutnya. disebut "Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha") 

Pasal 2 

JANGKA WAKTU 

(1) Jangka -vî aktu Perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 

ditandat£inganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal dan dapat 

diperpanjang berdasarkan pertimbangan PIHAK PERTAMA. 

(2) Apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka Perjanjian ini dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan mengajukan 

permohonan perpanjangan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 

30 (tiga piuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir. 

Pasal 3 

BIAYA SEWA 

(1) Biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 per bulan sebesar Rp (terbilang dalam 

rupiah) dan pembayarannya dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 s/d 

tanggal 20. 

(2) Biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dapat berubah 

sesuai kcHentuan tariff yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Perubahain biaya sewa berlaku sejak ditetapkannya peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 4 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 

(1) PIHAK PERTAMA, berhak untuk : 

a. Memutuskan perjanjian sewa menj/^ewa apabila penyewa/pemakai 

melanggar ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa; 



b. Menagih/menerima biaya sewa dan/atau biaya lainnya yang telah 

ditetapkan; 

c. Memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi 

kew£ijiban penghuni/penyewa/pemakai serta pelanggaran terhadap tata 

tertib penghunian sebagaimana diatur dalam perjanjian siswa menyewa; 

d. Melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan 

deng;an hak, kewajiban dan larangan pc^nghuni/penyewa/pemakai; dan 

e. Melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan 

pengelolaan rusunawa. 

PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk : 

a. Membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon penggujoa Sarusunawa 

Bukan Hunian/Kioa Kegiatan Usaha; 

b. Menyediakan sarana dan prasarana Sarusunawa Bukan Hunian/Kios 

Kegiatan Usaha; 

c. Melakukan pemeriksaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan seeara 

teratur terhadap seluruh elemen dan komponen rusunawa serta inspeksi 

reguler dan insidental yang dapat dilakukan bersama SKPD/UKPD 

terkEiit; 

d. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur; 

e. Menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerja 

sama dengan aparat kemanan; 

f. Mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan 

tentJing keadaan darurat dan bahay^a kebakaran kefiada pengguna 

Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha; 

g. Mengembalikan uang jaminan dari penghuni/penyewa/pe;makai, apabila 

terjadi perjanjian sewa menyewa antara UPRS dan pengguna 

Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang 

berakhir/ dibatalkan; 

h. Menanggapi pengaduan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh 

pengguna Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usalia; 

i . Menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesiuai yang telah 

disepakati dalam perjanjian sewa menyewa Sarusunawa Bukan 

Hunian/Kios Kegiatan Usaha; 



j . Menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan 

sosi£ilisasi kepada pengguna Sarusunsiwa Bukan Hunian/Kios Kegiatan 

Usaha, termasuk hak, kewajiban dan larangan; 

k. Memonitor kesesuaian/kebenaran pengguna Sarusunawa Bukan 

Hunian/Kios Kegiatan Usaha sesuai dengan perjanjian sewa menyewa 

yang; telah ditandatangani minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan 

1. Menjaga, merawat, dan memelihara prsisarana, sarana dan utilitas. 

Pasal 5 

HAK DAN KEWAJIBAN PliJAK KEDUA 

(1) PIHAK KEDUA, berhak untuk : 

a. Menempati/memanfaatkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan 

Usaha sebagaimana dimaksud dalam Psisal 1; 

b. Mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih dan/atau pelayanan 

lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS; 

c. Mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang 

kurang diperhatikan atau terawatt kepada UPRS; 

d. Mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana, 

sarana dan utilitas umum yajig bukan dise;babkan oleh 

penghuni / penyewa / pemakai; 

e. Menjjidi anggota r u k u n tetangga, r u k u n warga yang d imanfaatkan 

sebag;ai wadah k o m u n i k a s i d an sosialisEisi guna kepentingan bersama; 

f. Mendapatkan penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang 

penanggulangan bahaya kebakaran dam evakuasi, pengislolan sampah, 

pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan 

g. Memjinfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengjm fungsi. 

(2) PIHAK KILDUA, berkewajiban untuk : 

a. Menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lin:gkungan; 

b. Mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung bangunan; 

c. Memedihara, merawat, menjaga kebersihan Sarusunawa Bukan 

Huniiui/Kios Kegiatan Usaha dan sarana umum; 

d. MemlDuang s a m p a h ditempat yang telah d i tentukan scjcara rapi d a n 

teratur; 



e. Membayar biaya pemakain sarana air h»ersih, listrik dan/atau pelayanan 

lainnya yang ditetapkanoleh Kepala UPFIS; 

f. Memloayar biaya sewa rusunawa dan jaminan biaya sewa rusunawa; 

g. Melaporkan pada pihak UPRS apabila melihat adanya kerusakan pada 

prasarana, sarana dan utilitas di rusun£iwa; 

h. Melaporkan pada pihak UPRS apabila mengetahui adanya pemindahan 

hak sewa kepada pihak lain; 

i . Melaporakan pada pihak UPRS apabila melihat adanya indikasi tindakan 

kriminal di rusunawa; 

j . Membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian 

penghuni / penyewa/ pemakai; 

k. Mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatam Usaha pada 

saat perjanjian sewa menyewa beraktdr/dibatalkan dan. menyerahkan 

kembali kepada Kepala UPRS; 

1. Berptirtisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan 

bermasyarakat yang harmonis; dan 

m. Mengikuti pelatihan dan bimbingan yaiog dilaksanakan oleh UPRS atau 

intansi terkait lainnya. 

Pasal 6 

JAMINAN 

(1) PIHAK KEDUA wajib menyediakan Jaminan Uang Biaya Sewa pada saat 

Perjanjian ini ditandatangani oleh PAI?A PIHAK. 

(2!) PIHAK KEDUA wajib membuka rekening tabungan di Bank Gorontalo atas 

nama PIHAK KEDUA dengan minimal Jaminan Uang Biaya Sewa sebesar 3 

(tiga) kali dari biaya sewa Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha 

yang dihuni oleh PIHAK KEDUA. 

(31) Jaminan Uang Biaya Sewa tidak dapat dicairkan selama PIHAK KEDUA 

menempati/menghuni Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha. 

{4) PIHAK F'ERTAMA menerima kuasa dari: PIHAK KEDUA untuk dapat 

mencairkan Jaminan Uang Biaya Sewa terscjbut apabila : 

a. PlHAli KEDUA menunggak/tidak membayar biaya sewa pemakaian 

Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegisitan Usaha selamgi 3 (tiga) bulan 

berturut-turut; dan 
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b. Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang ditempati oleh 

PIHAK: K E D U A ditertibkan dengan memperhitungkan tunggakan biaya 

sewa yang belum diselesaikan. 

(5) Jaminan Uang Biaya Sewa adalah tetap menjadi hak PIHAK KEDUA 

sepanjang, PIHAK KEDUA tidak memliki tunggakan dan/at£iu melakukan 

pelangganan. 

Pasal 7 

LARANGAN 

PLHAK KEDUA, dilarang untuk : 

d. mengalihkan hak sewa kepada pihak lain dengan alasan apapun; 

e. mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumati susun tanpa 

Izin tertulis dari Pemerintah Daerah; 

f. memakai lebih dari satu unit Rumah Susun; 

h. menyimpEin atau meletakkan barang di koridor, tangga atau tempat-tempat 

lainnya se;hingga dapat mengganggu kepentingan bersama; 

i . menyimp£in segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau barang berbahaya 

lainnya yamg mudah terbakar; 

j . meletakksin barang - barang yang melampaui batas/kekuatan daya dukung 

lantai yang ditentukan; 

k. berjudi, menjual/memakai narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, 

berbuat jisusila dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan 

kegaduhan; 

1. memelihara binatang peliharaan yang dapat mengganggqi keamanan, 

kenyamanan dan ketertiban lingkungan; dan 

m. membuang benda atau barang dari lantai atas yang dapat menimbulkan 

bahaya b£igi orang lain. 

Pasal 8 

SANKSI 

(1| Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan pembayaram biaya sewa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA a:k;an dikenakan 

denda setiap bulan sebesar 2% (dua persen) dari biaya sewa tertunggak. 

(2) Apabila FIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran berikut dendanya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK PEIRTAMA akan 

melakukan penertiban. 

/W) 



(3j! Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a, huruf c, dan huruf e, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi 

pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 

denda bcjrupa ganti kerugian sebesar jumlah yang aksin ditentukan 

kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan/atau ditertibkan. ' 

(4) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan 

penertiban dan pengosongan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan 

Usaha. I 

(5) Apabila selama Perjanjian ini berlangsung sarusunawa tidak dihuni 

selama 1!5 (lima belas) hari kalender berturut-turut tanpa ]3emberitahuan 

seeara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan 

melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan melakul<:an penyegelan 

serta meUikukan pengosongan seeara paksa. 

Pasal 9 

PEMBATALAN DAN PENGAKHIFIAN PERJANJIAN 

( 1 ) Perjanjian ini berakhir seeara otomatis pada saat jangka waktu Perjanjian ini 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

(2) Perjanjian. ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak lieeuali karena 

alasan-akisan yang seeara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini yaitu : 

a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan piembayaran biaya sewa berikut 

dendanya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau 

b. P I H A F : K E D U A tidak mnelaksanakan kewajiban-kewajibannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan/atau melanggar 

ketenman Pasal 7. 

(3) Apabila PIHAK KEDUA memenuhi unsur pembatalan Perjanjian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat 

Teguran yang pertama kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segera 

memenufii kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggaran 

yang telah dibuatnya. 

(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA tidak memenuhi 

kewajibannya dan/atau memperbaiki kesalahan/pelanggartm yang telah 

dibuatnyji, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Teguran Kedua 

sebagai tc;guran yang terakhir kepada P I H A F : KEDUA. 



(5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Teguran yang terakhir 

diterbitkem PIHAK KEDUA tetap tidak meimenuhi kewajibannya dan/atau 

memperbaiki kesalahan/pelanggaran yang telah dibuatnya, maka PIHAK 

PERTAMA akan membatalkan seeara sepihak Perjanjian ini. 

(6>) Pembatalan Perjanjian seeara sepihak oleh PIHAK PERTAMA £ikan dilakukan 

dengan pemberitahuan seeara tertulis diseniai dengan melakulran penyegelan 

Sarusun£iwa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha, dan PIHAK! KEDUA harus 

segera meninggalkan dan mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios 

Kegiatan Usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal 

pemberit£ihuan tersebut. | 

(7j Sehubungan dengan pembatalan terhad£ip Perjanjian ini, PARA PIHAK 

sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

Pasal 10 

PENERTIBAN DAN PENGOSONGAN 

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak meninggalkan idan mengosongkan Sarusunawa 

Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender 

sejak pemberitahuan pembatalan Perjanjian dan penempelan segel 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), maka PIHAK PERTAMA akan 

menerbitkan Surat Peringatan (selanjutnya disebut "SP") 1 (kesatu). I 

(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak SP 1 (keseitu) diterbitkan 

PIHAK KEDUA tidak mengindahkan SP 1 (kesatu) tersebut maka PIHAK 

PERTAMA akan menerbitkan SP 11 (kedua). 

(3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender PIHAK KEDUA msisih tetap tidak 

mengindahkan SP 11 (kedua) atau SP terakhir tersebut, maka PIHAK 

PERTAMA akan melakukan pengosongan seeara paksa terhadap PIHAK 

KEDUA dan segala biaya serta resiko yang; timbul atas pengosongan paksa 

tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA. 

Pasal 11 

KETENTUAN LAlN-LAlN 

(1) Apabila terjadi keadaan memaksa (bencana alam, kebakaran) yang 

mengakitiatkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha tidak dapat 

dipergunakan, Perjanjian ini batal dan/atau berakhir demi hukum. 



(2) Apabila terjadi perubahan peruntukan atas tanah yang difitasnya berdiri 

banguna Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maka PIHAK KEDUA 

harus mengosongkan Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha 

tanpa menuntut ganti kerugian berupa apapiun dan dengan akisan apapun. 

(3) Bahwa pemakaian Sarusunawa Bukan Hunian/Kios Kegiatan Usaha disebut 

sewa/kontrak bulanan dan pembayarannya disebut pemlDayaran biaya 

sewa/kontrak bulanan. 

(4) Bahwa tanah dan bangunan rusunawa termasuk Sarusunawa Bukan 

Hunian/Kios Kegiatan Usaha yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah 

aset/milik Pemerintah Kota Gorontalo. 

Apabila terdeipat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan 

terhadap isi Perjanjian ini, maka akan diatu]r dalam suatu Addendum yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peirjanjian ini. I 
D<;mikian Pexjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai 

secukupnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang 

disebutkan di awal Perjanjian ini, sehingga keduanya mempu]iyai kekuatan 

hukum yang sama. 

Pasal 12 

ADDENDUM 

Gorontalo, 

PIHAK KEDUA PIHAK: P E R T A M A 
Kepala Unit Pengelola R\imah Susun 
Wilayiih , 

Materai 
6000 

Materai 
6000 

(NAMA JELAS ) (NAMA JELAS ) 
NIP. 



LAMPIRAN W 
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 
NOMOR 34 TAHUN 2017 
TENTANG 
PENGHUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 

MEKANISME PENGENAAN SANKSI ASMINISTRASI 

Scjtiap penghuni rusunawa dan/atau penggana satuan kegisitan usaha di 

rusunawa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan dikenai sanksi 

administratif. 

Siinksi administrasi sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Walikota ini adalah 

b(;rupa : 

1. Denda 

Bagi pengjhuni yang terlambat melakukan piembayaran sampai dengan akhir 

bulan berjalan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % 

(dua persen) dari biaya sewa tertunggak. 

2. Teguran Tertulis 

a. Sanksii administrasi berupa teguran tertulis dikenakan ke;pada penghuni 

yang : ^ 

1. Menunggak pembayaran tarif sewa rusunawa selama lebih dari 2 

(dua) bulan; 

2. M(5nggunakan sarusunawa sebagai tc^mpat usaha/gudang; 

3. M(;ngubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada; 

4. Mfsnjemur pakaian dan lainnya di lu£ir tempat yang telah ditentukan; 

5. Mcdakukan kegiatan yang menimbulkan suara kergis/bising, bau 

mi;nyengat, termasuk memelihara binatang; 

6. M«;masak dengan menggunakan kaj/u, arang, atau bsihan lain yang 

mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran; 

7. Membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang 

dapat menyumbat saluran pembuangan; 

8. Mcmgubah konstruksi bangunan rusunawa; dan 

9. Mcjietakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang 

ditentukan. 
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b. Teguran tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu 

1. Teguran pertama diberikan bagi penghuni yang melakukan tindakan 

sebagaimna dimaksud pada huruf A; dan 

2. Apabila dalam jangka waktu 3! (tiga) hari penghuni tidak 

mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud diatas dikenakan 

teguran kedua. 

c. Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa 

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender penghuni tidak 

meng:indahkan teguran kedua, maka UPRS dapat melakuL:an pemutusan 

perjanjigm sewa menyewa seeara sepiliak dan melakukan penyegelan 

serta penghuni wajib mengosongkan hunian rusunawa. 

d. Peringatan 

1. AjDabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender jDenghuni tidak 

melaksanakan pengosongan hunian tersebut maka UPRS 

memberikan Surat Peringatan Pertama. I 

2. A]Dabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender penghuni tidak 

mengindahkan Surat Peringatan Pertama, maka UPRS memberikan 

Surat Peringatan kedua. j 

3. A]3abila Surat Peringatan Kedua tetap tidak diindahkan, maka UPRS 

b<3rsama-sama dengan instansi terkait lainnya akan melkasanakan 

p<;ngosongan seeara paksa. 

e. Penertiban 

UPRS akan langsung melakukgin pembatalan pisrjanjian sewa 

menyewa dan melakukan penyegelan serta melakukan pengosongan 

seeara paksa terhadap penghuni yang melakukan tindakan-tindakan 

sebag:ai ber ikut: I 

1. Penghuni tidak menghuni unit rusunawa selama 15 (lima belas) hari 

kalender berturut-turut tanpa ada pemberitahuan disertai dengan 

alasan yang jelas seeara tertulis ke pada UPRS minimal 1 (satu) hari 

sebelumnya; 

2. Penghuni memindahkan hak sewa kepada pihak lain; 
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3. Penghuni menyimpan bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau 

bsihan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau 

bsihaya lain; dan I 

4. Unit sewa digunakan sebagai tempat berjudi, menjual/memakai 

nsirkoba, minuman keras dan perbujitan maksiat. 

Penghuni rusun yang terkena penertiban atas tindakjm pelanggaran 

khusus dimasukksm ke dalam daftar hitam dan tidak diperbolehkan 

untuk mengajukan perrmohonan di semua lokasi rusunawa di Kota 

Gorontalo selama 10 (sepuluh) tahun, baik atas nama Kepala Keluarga 

maupun anggota yang tercantum dalam Kartu Keluarga. 


